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[image: image2.jpg]'DONGGALA, MERCUSUAR - Pengurusan
surat tanda bukti lunas pajak reklame
(STBLPR), oleh Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) Kabupaten Donggala, sangat
berpotensi terjadinya pungutan liar (pungli).

- Karena tidak transparan dan tanpa disertai
bukti kwitansi berisi nominal pembayaran.
selembar bukti pendukung yang
berisi nominal pembayaran.

Mereka hanyamenyetor Rp250
ribu untuk selembar STBLPR

Sejumlah kontraktor di
Donggala mengatakan bahwa
setiap kali mereka mengurus
STBLPR, tidak pernah diberikan

'yang berlaku selama satu tahun

atas badan.usaha berstatus CV
yang berdomisili-di Kecamatan

Banawa. "Kami bayar Rp250

ribu di bagian pendapatan.

Berapa sebenarnya nili pajak

reklame, kami tidak tahu," ujar
salah satu kontraktor yang tidak
mau disebutkan namanya.
Kepala DPPKAD Kabupaten
Donggala, Hasan Basri di kan-
tornya, Kamis (9/2) mengata-
kan bahwa pihak pemohon
pajak reklame memang hanya
diberikan STBLPR tanpa nilai

nominalnya sebagai bukti lunas.

Namun untuk nilai nqw@palnya

terdapat dalhm do uméﬁ Surat_
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) .
yang berisi tatf.jéara perhitu-%
ngan nilai reklame,

"Ada l1itu11g-hit1inganllya
diri sesuai perda. Coba tat
bagian pendapatan,” ujar Has
yang-mengaku lupa nomor
perdanya. % N

‘Terpisah, Kepala Bagi
dapatan DPPKAD, Jafar di '
kerjanya, Jumat (10/2) me
laskan bahwa ketentuan




[image: image3.jpg]%ﬂtﬁ STBLPR itu diatur dalam'
erd N0172011 tentang Pajak
h, khususnya Bab VI ten-
al ﬁek]ameyangkemu-
, "g'lr dalam peraturan
‘ upaﬁg (Rerbup). Tapi mereka
ma51h“men nakan perbup
yﬁng lama, karena perbupxang
baru masih dalam proses peng-
ajuan. Jafar menjelaskan cara
perhitungan Nilai Sewa Reklame
(NSR), khususnya untuk badan
usaha berstatus CV di wilayah
Banawa yang masuk dalam
klasifikasi 1 bernilai Rp795 ribu,
kemudian dikali 25 persen,
maka ditemukan angka
Rp198.750,-. Artinya terjadi
selisih.yang dapat diketorikan
pungli senilai Rp51.250,- dari
jumlah yang disetor setiap
kontraktor selama ini. Bisa
dibayangkan berapa jumlah CV
di Kabupaten Donggala 'yang
mengurus STBLPR setiap tahun.
Belum termasuk badan usaha
berstatus PT yang lebih tinggi
lagi nilai perhitungan NSR-nya.
. Jikamengacu pada ketentuan
UU No028/2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
yang menjelaskan bahwa bukti
pemenuhan kewajiban perpaja-
kan atau pelunasan pajak ber-
dasarkan penetapan kepala
daerah oleh wajib pajak, adalah
SKPD atau karcis dan nota per-
hitungan seperti yang diatur da-
lam pasal 96 ayat 3 dan 4, maka
dugaan adanya pungli semakin
terlihat. DPPKAD selama ini
tidak memberikan SKPD kepada
wajib pajak, tapi hanya STBLPR.
Sehingga para wajib pajak,
khususnya kontraktor tidak
pernah tahu, berapa nilai pajak
reklame yang sebenarnya. nip




 






